
BUPATI GAYO LUES
PROV1NSI ACElI

PERATURAN BUPATI GAYO LUES

NOMOR 32TAIIUN 2021

TENTANG
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KABUPATEN
TERHADAP PEGAWA1 NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU

PEJABAT LAIN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133

Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan

Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegavvai Negeri
Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain yang
menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut

mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan
Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, ditetapkan Peraturan
Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang
Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Tata Cara Penghapusan , Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6119);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara /Daerah
Terhadap Pcgawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5934);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

11. Peraturan
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ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tauhun
2018 tentang Penyclesaian Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau

Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 161).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELESALAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KABUPATEN
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud
dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara

Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan
Perangkat Kabupaten.

3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues,
4. Kerugian Kabupaten adalah kekurangan

uang, surat berharga, dan barang yang nyata
dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan
melawan hukum baik sengajamaupun lalai.

5. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses
tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai
negeri bukan bendahara atau pejabat lain
dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian
Kabupaten.

6. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah
Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon
Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi
tugas selain tugas bendahara.

7. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota
Dewan Pcrwakilan Rakyat Kabupaten serta

pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural
yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten.

8. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya
disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk
melalui peraturan pcrundang-undangan
tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi
pemerintahan daerah serta dibiayai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

9. Pihcik....£/4
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9. Pihak Yang Merugikan adalah Pcgawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang
berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan
Kerugian Kabupaten.

10. Pengampu adalah orang atau badan yang
mempunyai tanggung jawab hukum untuk
mevvakili seseorang karena sifat pribadinya
dianggap tidak cakap atau tidak di dalam
segala hal cakap untuk bertindak dalam
hukum.

11.Yang Memperoleh Hak adalah orang atau

badan karena adanya perbuatan atau peristiwa
hukum, telah menerima pelepasan hak atas
kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau
barang dari Pihak Yang Merugikan.

12.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih
hidup yang menggantikan kedudukan pewaris
dalam bidang hukum kekayaan karena
meninggalnya pewaris.

13.Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang
selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat
kabupaten pada pemerintah Kabupaten selaku
pengguna anggaran/pengguna barang.

H.Satuan Keija Pengelola Keuangan Kabupaten
yang selanjutnya disingkat SKPKK adalah
perangkat kabupaten pada Pemerintah
Kabupaten selaku pengguna anggaran/
pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan Kabupaten.

15.Pejabat Penyelesaian Kerugian Kabupaten yang
selanjutnya disingkat PPKK adalah pejabat
yang berwenang untuk menyelesaikan
Kerugian Kabupaten.

16.Tim Penyelesaian Kerugian Kabupaten yang
selanjutnya disingkat TPKK adalah tim yang
bertugas memproscs penyelesaian Kerugian
Kabupaten.

17. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian
Kabupaten yang selanjutnya disebut Majelis
adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk
dan ditetapkan oleh bupati untuk
menyampaikan pertimbangan dan pendapat
penyelesaian Kerugian Kabupaten.

18. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah
surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain, yang

Menyatakan.. ./5
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mcnyntnkan kesanggupnn dan/atau
pengakuan bnhwa Kcrugian Kabupaten

menjndi tanggung jawabnya dan berscdia
mengganti Kerugian Kabupaten dirnaksud.

19.Surat Kcputusan Pcmbebanan Penggantian

Kerugian Sementara yang selanjutnya

disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat

olch bupati/Kepala SKPKK dalam hal SKTJM
tidak mungkindiperoleh.

20. Surat Keputusan Pcmbebanan Penggantian
Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K
adalah surat keputusan yang ditctapkan oleh
bupati yang mcmpunyai kckuatan hukum
tetap tcntang pembebanan penggantian
Kerugian Kabupaten terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara at.au Pejabat Lain.

21.Tunai adalah pembayaran yang dilakukan
sekaligus/lunas.

22. Dcwan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang
selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga

perwakilan rakyat kabupaten yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Kabupaten.

23. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Kabupaten
yang selanjutnya disingkat APBK adalah
adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten
yang ditctapkan denganQanun Kabupaten.

BAB II
KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN

KABUPATEN

Bagian Kesatu
Pejabat Penyelesaian Kerugian Kabupaten

Pasal 2

Bupati sebagai PPKK berwenang untuk
mcnyelcsaikan Kerugian Kabupaten yang
dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRK,
pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural,
serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di
lingkungan pemerintah kabupaten.

Pasal 3

(1) PPKK sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2
mempunyaitugas dan wewenang:
a. inelakukan pemantauan penyelesaian

Kerugian Kabupaten;

b. membentuk...j'>,/6
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b. membentuk dan menctapkan TPKK;
c. menyetujui atau menolak laporan hasil

pemcriksaanTPKK;
d. memberitahukan indikasi Kerugian

Kabupaten kepada Badan Pemeriksa
Keuangan;

e. membentuk dan menetapkan Majelis;
f. menetapkan SKP2KS;
g. menetapkan SKP2K; dan
h.melakukan pembebasan atau penghapusan

penggantian Kerugian Kabupaten.

(2) Tugas dan wewenang PPKK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh
Kepala SKPKK selaku bendahara umum

Kabupaten kecuali tugas dan wewenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

huruf g, dan huruf h.

(3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala
SKPK sebagai bendahara umum Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak
berlaku apabila Kerugian Kabupaten
dilakukan oleh Kepala SKPK.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Kabupaten

Pasal 4

(1) PPKK membentuk TPKK untuk
menyelesaikan tuntutan Kerugian
Kabupaten.

[2] TPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memiliki tugasdan wewenang:
a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian

Kabupaten;
b. mengumpulkan bukti pendukung

teijadinya KerugianKabupaten;
c. menghitungjumlah Kerugian Kabupaten;
d. menginventarisasi harta kekayaan milik

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai
jaminan penyelesaian Kerugian
Kabupaten; dan

e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada
pejabat yang membentuk.

(3) TPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas pejabat pada unit SKPK yang
melaksanakan fungsi di bidang pengawasan
sebagai ketua TPKK, pejabat pada SKPKK

sebagai....4+/7
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sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya

sesuai dengan kebutuhan.

(1) TPKK membentuk sekretariat TPKK untuk
membantu pclaksanaan tugas dan wewenang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2) Sekretariat TPKK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit SKPK
yang melaksanakan fungsi di bidang

pengavvasan.

Bagian Ketiga
Majelis

Pasal 6

(1) PPKK membentuk Majelis untuk melakukan
penyelesaian Kerugian Kabupaten.

(2) Penyelesaian Kerugian Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. bukan disebabkan perbuatan melanggar

hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain;

b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan
wanprestasi atas penyelesaian Kerugian
Kabupaten yang telah dikeluarkanSKTJM;
atau

c. penerimaanatau keberatan Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.

(3] Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan keputusan Bupati setiap
tahun.

(4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima)
orang terdiri atas Sekretaris Daerah,
Inspektur, dan Pejabat Lain yang
diperlukan sesuai dengan keahliannya.

(1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan
memberikan pertimbangan kepada PPKK
yang dilaksanakan melalui sidang.

Pasal 5

(2).

Pasal 7

(2) Majelis.. ./8

Dipindai dengan CamScanner



H

(2) Majelis dalam sidang untuk pcnyelesaian
Kerugian Kabupatcn scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mcmpunyai
tugas dan wewenang:

a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang

mengetahui terjadinya Kerugian
Kabupaten;

b. meminta keterangan/pendapat dari
narasumber yang memiliki keahlian
tertentu;

c. memeriksa bukti yang disampaikan;
d. melalui PPKK dapat meminta TPKK

untuk melakukanpemeriksaan ulang;
e. menyetujui atau tidak menyetujui

laporan basil pemeriksaan ulang oleh
TPKK;

f. memberikan pertimbangan penghapusan
atas uang, surat berharga, dan/atau
barang milik Kabupaten;

g. melaporkan hasil sidang kepada PPKK;
dan

h. melaksanakan hal lain yang diperlukan
dalampcnyelesaian Kerugian Kabupatcn.

(3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian
Kerugian Kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai
tugas dan wewenang:
a. Memeriksa kelengkapan pernyataan

penyerahan barangjaminan;
b. memutuskan penyerahan upaya

penagihan Kerugian Kabupaten kepada
instansi yang menangani pengurusan
piutang Kabupaten;

c. memutuskan pertimbangan penerbitan
SKP2K; dan

d. melaksanakan hal lain yang diperlukan
dalam penyelesaian Kerugian Kabupaten.

(4] Majelis dalam sidang untuk penyelesaian
Kerugian Kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai
tugas dan wewenang:
a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan

TPKK;
b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak

dapatdiperolehnya SKTJM;

c. mcnolak....1/9
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c. menolak seluruhnya, menerima
seluruhnya, menerima/menolak sebagian
keberatan dari Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris;
d. memeriksa bukti;
e. memeriksa dan meminta keterangan

pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau
pihak yang mengetahui terjadinya
Kerugian Kabupaten;

f. meminta keterangan/pendapat dari
narasumber yang memiliki keahlian
tertentu;

g. melalui PPKK dapat meminta TPKK untuk
melakukan pemeriksaan ulang;

h.memberikan pertimbangan pembebasan
penggantian Kerugian Kabupaten;

i. memberikan pertimbangan penghapusan
atas uang, surat berharga, dan/atau
barang milik Kabupaten;

j. memutuskan pertimbangan penerbitan
SKP2K; dan

k. melaksanakan hal lain yang diperlukan
untuk penyelesaian Kerugian Kabupaten.

Pasal 8

(1) Untuk membantu tugas Majelis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) dibentuk sekretariat Majelis.

(2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja
pada SKPKK.

BAB III
INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL
VER1FIKASIKERUGIAN KABUPATEN

Bagian Kesatu
Informasi Kerugian Kabupaten

Pasal 9

(1) Informasi terjadinya Kerugian Kabupaten
bersumber dari;

a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh
atasanlangsung;

b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

d. laporan....y./10
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(2) PPKK wajib mrnindnklnnjuti setiap informasi
terjndinyn Kerugian Kabupnlen dcngan

didnbutui vcnfikasi itifonnnsi.

nngiati Kedua
Verifikasi Informasi

I3asa1 10

Verifikasi setiap informasi Kerugian
Kabupaten sebagaimanadimaksud dalam Pasal
9 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian
Kabupaten.

Pasal 11

(1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian
Kabupaten yang melibatkan Pegawai Negeri
Bukan Bendahara di lingkungan SKPK
dilaksanakan oleh Kepala SKPK.

(2) Dalam hal informasi Kerugian Kabupaten
melibatkan pimpinan dan anggota DPRK,
verifikasi atas setiap informasi Kerugian
Kabupaten dilaksanakan oleh sekretaris
DPRK.

(3) Dalam hal informasi Kerugian Kabupaten
melibatkan kepala SKPK/kepala SKPKK,
verifikasi atas setiap informasi Kerugian
Kabupaten dilaksanakan oleh sekretaris
daerah.

(4) Dalam hal informasi Kerugian Kabupaten
melibatkan sekretaris daerah, verifikasi atas
informasi Kerugian Kabupaten dilaksanakan
oleh Bupati.

(5) Dalam hal informasi Kerugian Kabupaten
melibatkan pimpinan dan anggota lembaga
nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi
atas setiap informasi Kerugian Kabupaten
dilaksanakan oleh kepala sekretariat
lembaga nonstruktural.

Bagian II

Dipindai dengan CamScanner
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Uogian Ketiga
Pelnpornn Hasil Vcrifikasi

Pasal 12

(1) Hasil vcrifikasi atas indikasi Kerugian
Kabupatcn sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 1 dilaporkan kcpada Bupati paling
lama 4 (empat) liari kerja sejak ditcrimanya

informasi tcrjadinya Kerugian Kabupaten.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati memberitahukan
kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling
lama 3 (tiga) hari kerja setelah ditcrimanya
laporan.

BAB IV
PENYELESAIAN KERUGIAN KABUPATEN

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Kerugian Kabupaten Oleh Tim

Penyelesaian Kerugian Kabupaten

Pasal 13

(1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian
Kabupaten scsuai dengan laporan hasil
verifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1), PPKK membentuk TPKK
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya laporan.

(2] TPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyelesaikan pemeriksaan Kerugian
Kabupaten paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak dibentuk.

(1) TPKK dapat meminta pertimbangan tenaga

ahli untuk menghitung nilai Kerugian
Kabupaten.

(2j Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berasal dari instansi pemerintah
atau nonpemerintah yang memiliki
kompetensi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1) TPKK menyampaikan hasil pemeriksaan
sementara Kerugian Kabupaten kepada Pihak
YangMerugikan/Pengampu Yang Memperoleh

Pasal 14

Pasal 15
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Hak/Ahli Wans paling lama 2 (dua) hari kerja
setelah penugasanpemeriksaan berakhir.

(2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang
Memperoleh Hak/Ahli Wans dapat
memberikan tanggapan terhadap hasil
pemeriksaan sementara Kerugian Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan
dilampiri dokumen pendukung.

(3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2),disampaikan kepada TPKK paling lama 14
(empat belas) hari kerja sejak surat hasil
pemeriksaan sementara disampaikan.

(1) TPKK memberikan jawaban paling lama 2

(dua) hari kerja sejak tanggapan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(3) diterima.

(2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disetujui, TPKK memperbaiki
hasil pemeriksaan.

(3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditolak, TPKK melampirkan
tanggapan Pihak Yang Merugikan/
Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahb
Waris dalam hasil pemeriksaan.

(4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (3) tidak diterima oleh
TPKK sampai dengan batas waktu yang
ditentukan, dianggap tidak ada keberatan
atas hasil pemeriksaan.

(5) TPKK menyusun laporan hasil pemeriksaan
dengan memperhatikan tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai
dengan ayat (4).

(6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada
PPKK paling lama 3 (tiga) hari keija sejak
diterimanya tanggapan.

(1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian
Kabupaten berupa pernyataan bahwa

kekurangan uang, surat berharga dan/atau
barang milik Kabupaten disebabkan oleh:

Pasal 15

Pasal 17

a. perbucitcin.. ,./13
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a. perbuatnn melanggar hukum atau lalai;

atau

b. bukan pcrbuatan mclanggar hukum atau

tidak lalai.

(2) Laporan basil pemeriksaan Kerugian

Kabupaten yang disebabkan pcrbuatan
mclanggar hukum atau lalai scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling
scdikit memuat:
a. dasar pcnugasan TPKK;
b. pihak yang bertanggung jawab atas

tcrjadinya Kerugian Kabupaten;
c. kategori perbuatan yang mcngakibatkan

Kerugian Kabupaten yaitu perbuatan
melanggar hukum atau lalai;

d. jenis obyek Kerugian Kabupaten;
e. jumlah Kerugian Kabupaten;
f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
g. kesimpulan.

(3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian
Kabupaten yang disebabkan bukan
perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, paling sedikit memuat:

a. dasar penugasan TPKK;
b. jenis obyek kekurangan uang, surat

berharga, dan/ataubarang;
c. jumlah kekurangan uang, surat berharga,

dan/ataubarang;
d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
e. kesimpulan.

Pasal 18

(1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang
disampaikan oleh TPKK, PPKK atau Kepala
SKPKK memberikan pendapat atas laporan
hasil pemeriksaan.

(2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan;

b. menolak laporan hasil pemeriksaan.

(3) Dalam hal Kepala SKPKK menyetujui laporan
hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKK
menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke

atau

PPKK.

Dipindai dengan CamScanner
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PPKK paling lama 2 (dua) hari keija.

(4j Dalam hal PPKK atau Kepala SKPKK
menolak laporan hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap
materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari
kerja.

(5) Laporan hasil pemeriksaan ulang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
disampaikan kembali kepada PPKK atau
Kepala SKPKK.

Bagian Kedua
Penyelesaian Kerugian Kabupaten dengan

Penerbitan SuratKeterangan Tanggung Jawab
Mutlak

Pasal 19

(1) Dalam hal PPKK atau Kepala SKPKK
menyetujui laporan hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(2) huruf a, PPKK atau Kepala SKPKK
segera menugaskan TPKK untuk melakukan
penuntutanpenggantian Kerugian Kabupaten
kepada Pihak YangMerugikan.

[2] Dalam hal Pihak Yang Merugikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada
dalam pengampuan, melarikan diri, atau

meninggal dunia, penggantian Kerugian
Kabupaten beralih kepada Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/AhliWaris.

(3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), penggantian Kerugian
Kabupaten, TPKK mengupayakan surat
pernyataan kesanggupan dan/atau
pengakuan Pihak Yang Merugikan/
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung
jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian
Kabupaten dalam bentuk SKTJM.

(4] Proses penuntutan penggantian Kerugian
Kabupaten dalam bentuk SKTJM
sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
paling lama 3 (tiga) hari keija sejak
diterimanya surat penugasan.

(5) SKTJM.../::/ 15
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(5) SKTJM sebagaimana ditnaksud pndn nynl
(3), paling sedikit memuat:
a. Identitas Pihak Yang Mcrugikan/

Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris;

b. jumlah Kerugian Kabupaten yang barns
dibayar;

c. cara dan jangka waktu pernbayaran
Kerugian Kabupaten;

d. pernyataan penyerahan barang jaminan;
dan

c. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Abli
Waris bahwa pernyataan mereka tidak
dapat ditarik kembali.

(6) Pernyataan penyerahan barang jaminan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d
disertai dengan:
a. daftar barang yang menjadi jaminan;
b. bukti kepemilikan yang sahatas barang

yangdijaminkan; dan
c. surat kuasa menjual.

Pasal 20

(1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak
Yang Merugikan / Pengampu / Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat
ditarik kembali.

(2) Dalam rangka penggantian Kerugian
Kabupaten sesuai dengan SKTJM, Pihak
Yang Merugikan / Pengampu / Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual
barang yang telah terdaftar dalam daftar
barang yang menjadi jaminan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf a
setelah mendapat persetujuan dan di bawah
pengawasan PPKK.

Pasal 21

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan
penggantian Kerugian Kabupaten
berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (5).

(2) Penggantian..J?../ 16
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(2) IVnggantinn Kerugian Kabupaten

sebngnimnn dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sccara Tunai atau angsuran.

Pasal 22

(1) Oalnta hal Kerugian Kabupaten sebagai
akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak

Vang Merugikan / Pcngampu / Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti
Kerugian Kabupaten paling lama 90
(sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM
ditandatangani.

(2) Dalam hal Kerugian Kabupaten sebagai
akibat kelalaian, Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian
Kabupaten paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 23

(1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris Kerugian Kabupaten akibat kelalaian
mengajukan perpanjangan waktu, Bupati
sesuai dengan kewenangan dapat
menetapkan jangka waktu selain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(2).

(2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan
Bupati.

(3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada
Bupati melalui kepala SKPKK selaku pejabat
yang diberi kewenangan PPKK paling lama 1
(satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.

(4) Kepala SKPKK memberikan pertimbangan
kepada Bupati berdasarkan permohonan
perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari keija
setelah pengajuan perpanjangan waktu
diterima.

Pasal 24

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi

ketentucin 17
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ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (1) meliputi:
a. keadaan kahar;
b. salcit yang membutuhkan perawatan

intensif yang dibuktikan dcngan surat
keterangan dokter/rumah sakit; dan

c. kondisi ekonomi tidak mampu yang
dibuktikan dengan surat keterangan dari
instansi terkait.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Kabupaten dengan
Pcnerbitan Surat Keputusan Pembebanan

Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 25

(1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (3) tidak dapat

diperoleh, TPKK segera menyampaikan
laporan kepada PPKK atau Kepala SKPKK.

(2) PPKK atau Kepala SKPKK menerbitkan
SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari keija
setelah menerima laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) paling sedikit memuat:

a. identitas Pihak Yang Merugikan/
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris;

b. perintah untuk mengganti Kerugian
Kabupaten;

c. jumlah Kerugian Kabupaten yang harus
dibayar;

d. cara dan jangka waktu pembayaran
Kerugian Kabupaten; dan

e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan
jaminan.

Pasal 26

(1) PPKK atau Kepala SKPKK menyampaikan
SKP2KS kepada Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak SKP2KS ditandatangani.

(2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana

dimaksud....J?*./ 18
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dimnksud pnda nynt (1), dibuklikan denpan
tandn terimn dari Pihak Yang

Merugiknn/Pengampu/Ynng Mcmperolch
1 Ink/Ahli Wnris.

(3) PPKK atau Kepaln SKPKK membuat berita
acara, dalarn hal Pihak Yang Merugikan/
Pcngampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris tidak bersedia menandatangani
tanda terima.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), ditandatangani olch ketua TPKK
dan PPKK atau Kepala SKPKK dengan

tnemuat keterangan Pihak Yang Merugikan/
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris tidak bersedia menandatangani
tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.

(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), disampaikan oleh PPKK atau

Kepala SKPKK kepada Majelis sebagai
pertimbangan dalam sidang.

Pasal 27

Penggantian Kerugian Kabupaten berdasarkan
penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai
paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak
diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 28

(1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum
untuk pelaksanaan sita jaminan.

(2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diajukan oleh Bupati kepada instansi yang
berwenang.

(3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh
instansi yang berwenang melaksanakan
pengurusan piutang negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat
menerima atau mengajukan keberatan
SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari
kerja sejak diterimanya SKP2KS.

(2) Keberatan 19
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(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disampaikan secara tcrtulis kepada
PPKK atau Kepala SKPKK dengan disertai
bukti.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tidak menunda
kevvajiban Pihak Yang Merugikan/
Pengampu/Yang Mcmperoleh Hak/Ahli
Waris untuk mengganti Kerugian
Kabupaten.

Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Kabupaten Melalui

Majelis

Pasal 30

Mekanisme penyelesaian Kerugian Kabupaten
melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian
Kabupaten keberatan Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS
diterima seluruhnya, Majelis memberikan
pertimbangan kepada PPKK untuk
melakukan:
a. pembebasan penggantian Kerugian

Kabupaten;
b. penghapusan:

1. uang, surat berharga, dan/atau
barang milik Kabupaten yang berada
dalam penguasaan Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau pejabat lain;
dan/atau

2. uang dan/atau barang bukan milik
Kabupaten 3'ang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang
digunakan dalam penyelenggaraan
tugas pemerintahan.

(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKK:
a. Menetapkan keputusan pembebasan

tanggung jawab atas Kerugian
Kabupaten.

b. mengusulkan...-Ct./20
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b. mengusulkan penghapusan:
1. uang, surat berharga, dan/atau

barang milik Kabupaten yang berada
dalam penguasaan Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau pejabat Lain;

dan/atau
2. uang dan/atau barang bukan milik

Kabupaten yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang
digunakan dalam penyelenggaraan
tugas pemerintahan.

(3) Keputusan pembebasan tanggung jawab
atas Kerugian Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling
sedikit memuat:

a. Identitas Pihak Yang Merugikan/
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris yang dibebaskan dari Kerugian
Kabupaten;

b. jumlah kekurangan uang, surat

berharga, dan/atau barang milik
Kabupaten yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau
uang dan/atau barang bukan milik
Kabupaten yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang
digunakan dalam penyelenggaraan tugas

pemerintahan; dan
c. pernyataan bahwa telah terjadi

kekurangan:
1) uang, surat berharga, dan/atau

barang milik Kabupaten yang berada
dalam penguasaan Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

dan/atau
2) uang dan/atau barang bukan milik

kabupaten yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang

digunakan dalam penyelenggaraan
tugas pemerintahan, bukan

disebabkan perbuatan melanggar

hukum atau lalai.

(4) Ketentuan..T,./21
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(4) Ketentuan tata cara penghapusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b, diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PPKK berdasarkan pertimbangan Majelis
menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat
belas) hari keija sejak Majelis menetapkan
putusan hasil sidang.

(1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32disampaikan kepada:
a. Badan Pemeriksa Keuangan;
b. Majelis; dan
c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahb Wans.

(2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disampaikan paling lama 3

(tiga) hari keija sejakditetapkan.

PENENTUAN NILAI KERUGLAN KABUPATEN

(1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian
Kabupaten, dilakukan penentuan nilai atas
berkurangnya:
a. barang milik Kabupaten yang berada

dalam penguasaan Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
dan/atau

b. barang bukan milik Kabupaten yang
berada dalam penguasaan Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain yang digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2j Penentuan nilai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), didasarkan pada:
a. nilai buku; atau
b. nilai wajar atas barang yang sejenis.

(3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar
dapat ditentukan, nilai barang yang
digunakan adalah nilai yang paling tinggi
di antara kedua nilai tersebut.

Pasal 32

Pasal 33

BAB V

Pasal 34

Pasal..41J22
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Pasal 35

(I) 1PKK dapal mcmintn pcrtimh.ingnn dari
pihnk vnng mcmiliki kompetcnsi untnk
menghitung nilai wajar suatu barang milik
Knbupnten.

(.) Pihak yang mcmiliki kompetcnsi
sebngnimnnn dimaksud patla ayat (1),
berasal dari instansi peirierintahan atau
nonpemerintah yang mcmiliki kompetcnsi
sesuai dengan ketentnan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 36

Dalam hal barang milik Kabupaten telah
diasuransikan, nilai Kerugian Kabupaten
dihitung berdasarkan selisih antara nilai
wajar atau nilai buku dengan nilai yang
ditanggung pihak asuransi.

Pasal 37

(1) Setiap kekurangan uang, surat
berharga, atau barang milik Kabupaten
akibat perbuatan melanggar hukum atau

lalai yang sudah ditentukan nilai
Kerugian Kabupaten, PPKK melakukan
pengakuan pembebanan Kerugian
Kabupaten.

(2) Pengakuan pembebanan Kerugian
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM,

SKP2KS atau SKP2K.

BAB VI

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Penagihan

Pasal 38

(1) Kepala SKPKK melaksanakan penagihan

atas penyelesaian Kerugian Kabupaten

kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu

/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris.

(2J Penagihan sebagaimana dimaksud pada

a>'at (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS,

atau SKP2K yang dilakukan dengan surat

penagihan.

(3) Surat.../J23
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(3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala
SKPKK paling lama 7 (tujuh) hari keija

sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K
ditetapkan.

(4) Surat penagihan yang didasarkan pada
SKP2KS sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), paling sedikit memuat:

a. Identitas Pihak Yang Merugikan/
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris;

b. jumlah Kerugian Kabupaten yang
harus dibayar sesuai dengan jumlah
dan jangka waktu yang ditetapkan
dalam SKP2KS;

c. tata cara pembayaran; dan
d. tanggal jatuh tempo pembayaran.

(5) Surat penagihan yang didasarkan pada
SKTJM dan SKP2K sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), paling sedikit
memuat:
a. Identitas Pihak Yang Merugikan/

Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris;

b. jumlah Kerugian Kabupaten yang
telah dibayar sesuai dengan jumlah
dan jangka waktu yang ditetapkan
dalam SKTJM atau SKP2KS;

c. jumlah Kerugian Kabupaten yang
harus dibayar sesuai dengan jumlah
dan jangka waktu yang ditetapkan
dalam SKP2K;

d. tata cara pembayaran; dan
c. tanggal jatuh tempo pembayaran.

(6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat
(3), disampaikan kepada Pihak Yang
Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari
keija setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 39

(1) Penerbitan surat penagihan atas
penyelesaian Kerugian Kabupaten yang
berdasarkan dokumen SKTJM sesuai
dengan jangka waktu yang tertuang
dalam SKTJM.

(2) Dalam...'/:./24
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(Inli1111 SKT.JM belum memenuhi
kewnjihiiiuiyn, kcpnlst SKI'KK memberikan
runnl legtiinil P-i Iuliri.

I'llin11 40

(I) 11mi liTlulifi rtrhfigfiimnnsi dimaksud
1111111111 I'iifiuI 30 nyiil ('A), dilakukan
srriirn bcrtahnp dimulai dengan
ditribitkannya aural peringatan pertama,
flan peringatan kedua.

(2) Peringatan pcrtama sebagaimana
diniaksuf] pada ayat (1), disampaikan
kepada Pihak Yang Merugikan/
Pengampu/Yang Memperoleh Uak/Ahli
Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender
sejak batas waktu pembayaran
sebagaimana tcrcantum dalam SKTJM.

(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/
Pengampu/Yang Mcmperoleh Hak/Ahli
Waris belum memenuhi kewajibannya
sampai dcngan 7 (tujuh) hari kalender
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diberikan peringatankedua.

(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris belum memenuhi kewajibannya
sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender
sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
menjadi dasar pernyataan wanprestasi
untuk selanjutnya penyelesaiannya
diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 41

(1) Penerbitan surat penagihan atas

penyelesaian Kerugian Kabupaten yang
berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai
dengan jangka waktu yang

(2) Dalam hal Pihak Yang
Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris sampai dengan batas
waktu pembayaran sebagaimana

Tercantum...ÿr./25
Dipindai dengan CamScanner



2f>

tercnntum dnlam SKP2KS tertuang
dnlam SKP2KS. belum mcmcnuhi
kewajibannya, kepala SKPKK memberikan
togurnn tcrtnlis.

(3) Dalam hal SKP2K ditetapkan scbelum
batas waktu pembayaran sebagaimana
tercantum dalam SKP2KS, pcnyclesaian
Kerugian Kabupaten mengikuti
sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 42

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (2), dilakukan secara
bertahap dengan diterbitkannya surat

peringatan pertama dan peringatan
kedua.

(2) Peringatan pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan
kepada Pihak Yang Merugikan/
Pengampu/Yang Mempcroleh Hak/Ahli
Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender
sejak batas waktu pembayaran
sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.

(3) Dalam hal Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris belum memenuhi
kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh)
hari kalender sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), diberikan peringatankedua.

(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris tidak mengganti Kerugian
Kabupaten setelah 7 (tujuh) hari

kalender sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), menjadi dasar pertimbangan
keputusan Majelis.

Pasal 43

(1) Penerbitan surat penagihan atas

penyelesaian Kerugian Kabupaten yang
berdasarkan dokumen SKP2K sesuai
dengan jangka waktu yang tertuang

dalam SKP2K.

(2) Dalam hal Pihak Yang

Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris sampai dengan batas

Waktu..JJ26
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waktu pembayaran sebagaimana
tercantum dalam SKP2K belum mcmcnuhi
kevvajibannya, kepala SKPKK
memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 44

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (2), dilakukan secara
bertahap dengan diterbitkannya surat

peringatan kesatu dan peringatan kedua.

(2) Peringatan pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan
kepada pihak Yang Merugikan/Pengampu
/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling
lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas
waktu pembayaran sebagaimana
tercantum dalam SKP2K.

(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris belum memenuhi kevvajibannya
sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diberikan peringatankedua.

(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris tidak mengganti Kerugian
Kabupaten setelah 7 (tujuh) hari
kalender sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Bupati menyerahkan
penyelesaian Kerugian Kabupaten kepada
instansi yang menangani piutang negara

di wilayahnya.

Bagian Kedua
Penyetoran

Pasal 45

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan
ganti Kerugian Kabupaten ke rekening
Kas umum daerah berdasarkan surat

penagihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (3).

(2) Penyetoran..if.../27
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(2) Penyetoran ganti Kerugian Kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan melalui:
a. bank;
b. lembaga keuangan bukan bank atau

kantor pos; atau

c. bendahara penerimaan.

(3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui
bendahara penerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c,
bendahara penerimaan menyetorkan ke
rekening kas umum daerah paling lama 1
(satu) hari keija.

BAB VII
PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN

PELAPORAN

Kepala SKPKK melakukan penatausahaan
dan menyimpan bukti penyelesaian
Kerugian Kabupaten.

[1) Kepala SKPKK memberikan tanda terima
bukti pembayaran terhadap setiap
pembayaran yang dilakukan oleh Pihak

Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening
kas umum daerah.

(2) Kepala SKPKK menerbitkan surat
keterangan lunas kepada Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris yang telah melakukan
penyetoran ganti Kerugian Kabupaten
sesuai dengan jumlah dan jangka waktu
tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau
SKP2K.

(3) Surat keterangan lunas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), paling sedikit
memuat:

a. Identitas Pihak Yang Merugikan/
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris;

b. jumlah Kerugian Kabupaten yang
telah dibayar sesuai dengan jumlah

Pasal 46

Pasal 47

Yang Merugikan/Pengampu/Yang
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dan jangka waktu yang ditetapkan
dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;

c. pernyataan bahwa Pihak Yang
Merugikan / Pengampu / Yang
Mcmperoleh Hak/Ahli Waris telah
melakukan pelunasan ganti Kerugian
Kabupaten;

d. pernyataan pengembalian bukti
kepemilikan barang jaminan, dalam
hal snrat keterangan lunas diterbitkan
atas dasar pelunasan SKTJM; dan

e. pernyataan pengembalian harta
kekayaan yang disita, dalam hal surat

keterangan lunas diterbitkan atas

dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

(4) Dalam hal surat keterangan lunas
diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM,
disertai dengan pengembalian bukti
kepemilikan barangjaminan.

(5) Dalam hal surat keterangan lunas
diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS
atau SKP2K, disertai dengan surat

pcrmohonan Bupati kepada instansi yang
berwenang untuk pencabutan sita atas

harta kekayaan.

Kepala SKPKK menyampaikan surat keterangan
lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
ayat (2) kepada:
a. Badan Pemeriksa Keuangan;

b. Majelis;
c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Mcmperoleh Hak/Ahli Waris yang
melakukan penyetoran ganti Kerugian
Kabupaten; dan

d. instansi yang berwenang melakukan sita
atas harta kekayaan.

(1) Dalam hal jumlah Kerugian Kabupaten
yang telah ditagih dapat dibuktikan
lebih besar daripada yang seharusnya,
Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat
mengajukan permohonan pengurangan
tagihan.

Pasal 48

Pasal 49

(2) Dalam.4:J29
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(2j Dnlnm hnl Pihak Yang
Momgiknn/IVnganipu/Ynng Mcmpcroleb

Unk/Ahli Waris trlah inclakukan
penyrtoran ke kas daorah, pengurangan
tagilmn Hobngaitnnnn dimaksud pada

ayat (1), mcnjadi dasar pcngembalian
kelebihan penibnynrnn.

(3) Bendaharn umuni dacrab melakukan
pcngembalian kelcbihan p<;ail)nyaran
srbagnitnana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalatn bal pcngembalian kelcbihan
pembayaran terjadi setclah tahun
anggaran berkcnaan, dibebankan pada
bclanja tidak terduga.

(5) Permohonan pengurangan tagihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

paling sedikit memuat:

a. Identitas Pihak Yang Merugikan/
Pengampu/Yang Memperolch

Hak/Ahli Waris;
b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
c. jumlah Kerugian Kabupaten yang

telah dibayar sesuai dengan jumlah
dan jangka wal<tu yang ditetapkan
dalam SKP2KS/SKP2K;

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam
rangka penj'elesaian Kerugian Kabupaten
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN

GANT1 KERUGIAN

Pasal 51

(1) Kepala SKPKK melaporkan penyelesaian
Kerugian Kabupaten kepada Bupati.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilampiri daftar Kerugian
Kabupaten.

(3) Bupati melaporkan penyelesaian
Kerugian Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada
Gubernur dengan tembusan kepada

Pasal 50

Menteri
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Rina Keunngnn Dnerali paling lama
bulan Maret setelah tahun anggaran

berakhir.

Pasal 52

Bupati mclaporkan penyelcsaian Kerugian
Kabupaten kcpada Bndan Pemcriksa
Kenangan paling lama 60 (enatn puluh) hari
sejak Tuntutan Ganli Kerugian dinyatakan
selesai.

BAB IX
PENG1IAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN

KABUPATEN

Pasal 53

(1) Bupati melakuknn penghapusan piutang
Kerugian Kabupaten yang dikategorikan
piutang macct sesuai dcngan ketcntuan
peraturan perundang-undangan
bcrdasarkanpertimbangan dari instansi yang

menangani urusanutang/piutang negara.

(2) Selain pcrtimbangan dari instansi yang
menangani urusan utang/piutang negara,
penghapusan piutang Kerugian Kabupaten
dilakukan setclah mendapat persctujuan
dari Badan Pemcriksa Keuangan.

(3) Penghapusan piutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERAUHAN

Pasal 54

(1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang
bcrjalan sebelum berlakunya Peraturan
Bupati ini tetap dilanjutkan proses
penyelesaiannya.

(2) Kerugian Kabupaten yang terjadi
sebelum berlakunya Peraturan Bupati
ini dan belum dilakukan Tuntutan
Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan

Ganti Kerugian berpedoman pada
ketentuan dalain Peraturan Bupati ini.

BABXL.£../31
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Ketentunn mcngenai format:
a. SKTJM;
b. KP2KS;
c. kcputusnn pembebasnn tanggungjawab

kerngian Kabupaten;
d. KP2K atas Proses KP2KS;
e. KP2K atas KTJM wanprcstasi;
f. penagihan atas kerugian Kabupaten;
g. surat keterangan lunas;
h. permohonan pengurangan tagihan atas

kelebihan setoran;dan
i. daftar kerugian Kabupaten.
tercantum dalam Lampiran yang
merupakan sebagai bagian dari Peraturan

Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Kabupaten Gayo Lues.

Pasal 56

Ditetapkan di Blangkcjcren
Pada Tanggal, 8 September 202 1 M

1 Shafar 1443 H

MUHAMMAD\AMRU/
Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 8 September 2021 M

1 Shafar 1443 H

EKRETARIS DAERAH,

jHlkASYIDIN POrtANG

BERITA KABUPATENGpYO LUES TAHUN 2021 NOMOR ,.6p$
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I AMI'IKAN I'l'.l'ATl ll'Afl 1 11 1 1 'A 1 1 GAYO I.IJKS

N< »M< iK : U- TAIIUN ÿ02 1
TANUOAI. H SkHKMIlKP y\U\ M

I HHAI'AK M43II

I I.N IAN< 1

l<*( >I\'MAT SIIK*AT KKTKk'ANt IAN TANGGUNG .IAWAI1 MUTI.AK,
KKI'lHIif IAN IT'.M Ill'.l tANAN I'l-;N( i< lANTIAN KKNLK 11AN

SKMKN I'Ak'A, KKI'l I'l l ISAN I'KMHKUASAN TANGGUNG.JAWAH
KK.k'l IC 5 IAN DAKk'AII, KKI'UTUSAN I'KMHKHANAN PKNGGANTIAN

KK.k'lU 1IAN A'I'AS l'K< ISI'IS KKI'IJ'I'I JSAN I'KMHKHANAN
I*I«:N< i( lANTIAN KKk'IIGIAN SKMKNTAKA, KKPUTUSAN

I'KMHKHANAN I'KNt 1< lAN'IIAN KKk'lK IIAN A'I'AS KK'IKRANGAN
TAN( Ull'N( 1.IAWAH MUTI.AK WANI 'RKSTASI, PKNAGII IAN A'I'AS

K Kk'lK IIAN KAIUII'ATKN, SUk'AT KKTKRANGAN LUNAS,
I'KRMOIIONAN PKNGUKANGAN TAdlllAN A'I'AS KELKF3IIIAN

SKTOIMN DAN DAI'TAK KKRUGIAN KAI3UPATKN

A. FORMAT SUk'AT KKTKRANGAN TANGGUNG .JAWAH MUTLAK
SUk'AT KKTKRANGAN TANGGUNG .JAWAH MUTI.AK

Yang bertnndu tangun dibawali ini :

Nama : 1)

NIP :
Pangknt :

Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan scbenarnya dan tidak akan menarik

kcmbali pernyalaan yang saya buat ini, bahwa saya

bcrtanggung jawab ataskcrugian dacrah scbesar
Rp...................2) (........dengan huruf. :.) yakni
kcrugian/kckurangan yang disebabkan 3)

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti
dengan mcnyctorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum
Pemerintah................d) dalam jangka waktu 5)
(..............dengan huruf.............) bulan sejak saya
mcnadatangani SKTJM ini, dengan ketcntuan 6)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar
barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa
menjual sebagai berikut :
a. 7);

b

c.
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Apabiln dnlnm jangka waktu...........5) (........dengan
huruf.........) setclah saya mennndnlnngani pcrnyatann ini
ternyata saya tidnk mcnggnnti scluruh jumlah kcrugian
tcrsebut, inaka Pcmcrintah Kabupatcn dapat mcnjual atau

melelang bararigjaminan terscbut.

8).

matcrai cukup

(.......Nama )

Menyetujui,

Kepala Badan/Dinas. 9).

(nama)

(NIP)

Saksi-saksi : 1 10)

2

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani
SKTJM.

2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.

3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga
mengakibatkanterjadinya kerugian daerah.

4) Diisi nama Pemerintah Kabupaten dimana pemilik rekening
kas umum kabupatcn.

5) Diisi jangka waktu pengembahan kerugian kabupaten.

6) Diisi dengan tatacara pengembalian apakai tunai atau
angsuran, apabilaangsuran dijelaskan berapa kali dan batas
waktu pembayaran.

7) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas
pelunasankerugian kabupaten.

8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM
ditandatangani, serta namapihak yang merugikan.

9) Diisi dengan nama SKPK yang menjalankan fungsi SKPKK.

10) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKK
dan satu pejabat dilingkungan SKPK yang bersangkutan
bekerja.

/
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M. I'OKMAT KEPUTUSAN PKMHKIIANAN PENOCJANTIAN
KKKUC 11ANSKMKNTA KA

KKI'UTUSAN I)

NOMOK : 2)

TKNTANO

PKMBKBANAN PKNOtiANTIAN KKKMK'.IAN SEMKNTAKATEKIIADAP

SAUDARA/I 3)

Mrnimbnng : a
I)

c\ Dst.

Mengingat 1

2

3. Dst.

MEMUTUSKAN:

Mcnctapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Membebani Saudara/i........3) scbesar
Rp.........4) (......dcngan huruf......) atas

kerugiandaerah yang disebabkan 5)

Mewajibkan Saudara/i ........3) sebagaimana
Diktum Kesatu untuk mengernbalikan sejumlah
uang dimaksud secara tunai paling lama 90

(scmbilan puluh) hari sejak ditetapkan
keputusan ini.

Sebagai jaminan atas penggantian kerugian
tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik

Saudara/i 3):
a 6)

b

Memberi kesempatan kepada Saudara/i
sebagaimana diktum KESATU untuk
mengajukan keberatan atau pembelaan diri
atas kerugian negara dalam jangka waktu 14

(empat belas) hari kerja terhitung setelah
menerima Keputusan ini.
Apabila sampai dcngan batas waktu 14 (empat
belas) hari kerja tersebut Saudara/i
sebagaimana diktum KESATU tidak mengajukan
keberatan atau pembelaan diri atas kerugian
daerah, maka akan scgcra diterbitkan Surat
Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
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KbENAM ; Kepulusnn itii nnilni herlaku pndn langgal
ditrtapknn.

Ditctnpkan di, 7)

I Tnnggnl

BUPATI C1AYO LUES

Salinan Keputusan ini disnmpaikan kepnda :
1 9)

2

3

4

5. arsip.

Petunjuk Pcngisian:

1) Diisi dcngan nama jabatan yang menandatangani keputusan.

2) Diisi dcngan nomor keputusan.

3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan
NIP bagi Pcgawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi

pejabat lain.
4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.

5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga

mengakibatkanterjadinya kerugian daerah.

6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang

dapatdijadikan jaminan pcngembalian kerugian daerah.

7) Diisi dengan pcrintah sita jaminan atas daftar harga sebagaimana

diktum KETIGA kepada instansi yang berwenang dalam hal

dianggap perlu.
8) Diisi dengan tcmpat dan tanggal penandatangan surat keputusan.

9) Diisi dengan nama jabatan/nama SKPK yang menjalankan fungsi

SKPKK

10) Diisi dengan nama pemerintah/nama SKPK yang menjalankan

fungsiSKPKK.

P
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C. I-OKMAT KKI'UTUSAN I'KMMEMASAN TANGUUNaiAWAH
KKKUUIANDAKKAII

KKI'UTUSAN 11
NOMOR : 2)

TKNTANG
I'KMHKUASAN KKKUC1IAN I>AKKAIITKKIIAUAI'

SAUDARA/I .1)

Mcnimbang : n.
1).

c. Dst.

Mcngingat : 1

2 .
3. I)st

MKMUTUSKAN:

Mcnetapkan :

KKSATU : Tcrdapal kckurangan uang. surat bcrharga

dan/atau barang railik dacrah sebcsar Rp 4)

(....dengan buruf....) yang menjadi tanggung

jawab Saudara/i 3) di
lingkungan 3).

KISDUA : Saudara/1 scbagaimana diktum KKSATU tidak
tcrbukti melakuknn perbuatan melawan hukum
baik srngaja niaupun lalai schingga tidak dapat
diinintakan pcrtanggungjawaban atas kerugian
dacrah yang tcrjadi.

KETIGA : Mcnibcbaskan scbagaimana diktum KKSATU dari
kcwajiban untuk mcngganti kerugian dacrah
dengan nilai scbagaimana tcrcantum dalarn
Diktum KKSATU

KKKMI'AT : G).

KRKMPAT : Kcputusan ini niulai bcrlaku pada tanggal
ditctapkan.

Ditctapkan di 7)
Pada Tanggal,

BUl'ATI 8)

(......nama )

Salinan kcputusan ini disampaiknn kcpada:

1 l>)

2

3. Arsip
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Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan nama jabatan penandatangan keputusan.

2) Diisi dengan nomor keputusan.
3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan,

nomor indukkepegawaian anggota.

4) Diisi dengan jumlah kerugian.

5) Diisi dengan nama SKPK dimana pihak yang merugikan

ditempatkan.
6) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang

merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan
berapa yang harus dikembalikan pernda kepada yang
bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.

7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat

keputusan.

8) Diisi dengan namajabatan.

9) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan
Kementerian Keuangan yang Menangani urusan
piutang/utang negara didaerah, SKPK yang menjalankan
fungsi SKPKK, SKPK yang membidangi fungsi pengawasan,
SKPK dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang

Bersangkutan.
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0. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN
KERUG1AN ATAS KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN
KERUG1AN SEMENTARA

KEPUTUSAN I)

NOMOR : 2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I 3)

Menimbang : a
b. Dst.

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

2
3. Dst.

MEMUTUSKAN :

Membebani saudara/i 3)

sebesar Rp............4)(...dengan huruf..)

atas kerugian daerah yang disebabkan 5)

Sebagai jaminan atas penggantian kerugian
daerah, berikut daftar harta kekayaan milik

Saudara/i 3):
a 6)
b

Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana
diktum KESATU untuk mengganti kerugian
daerah sebagaimana tercantum pada diktum
KESATU ke rekening Kas Umum
Daerah.......7) melalui 8)
paling lambat......9) (......dengan huruf....) hari
sejak keputusan ini ditetapkan.

Apabila saudara/1 sebagaimana diktum
KESATU, tidak mengganti kerugian scjumlah
dan sampai dengan batas vvaktu sebagaimana
diktum KETIGA maka hak penagihan akan
diserahkan kepada.....10)

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
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Ditetnpkmi di ..
'1 itnyyjil

11)

Hupati 12)

narn;i

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. 13)

2

3

4. Arsip

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan nama jabatan penandatangan keputusan.

2) Diisi dengan nomor keputusan.

3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan,
nomor indukkepegawaian/anggota.

4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga

mengakibatkanterjadinya kerugian daerah.
6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan

yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian
daerah.

7) Diisi dengan nama pemerintah daerah.

8) Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara
penerimaan/lembagakeuangan bukan bank yang ditunjuk).

9) Diisi dengan batas waktu pembayaran.

10) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan
yang Menanganiurusan piutang/utang Negara di daerah.

11) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat

keputusan.

12) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
13) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan

Kementerian Keuangan yang Menangani urusan
piutang/utang negara didaerah, SKPD yang menjalankan
fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan,
SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang
Bersangkutan.
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K. FORMAT KKPUTUSAN IMIMI»l«;i tANAN PKN<KJANTIAN
KERUGIAN ATAS KKTKEANGAN TANGGIJNG .IAWAM MIJTLAK
WANPKKSTASI

KEPUTUSAN I)

NOMOK 2)

TENTANG
PENETAPAN PEMHEHANAN PENGGANTIAN KEKUGIAN

TERHADAP SAUI3ARA/1 3)

Monimbang

Mengingat

a.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KETIGA

I). Dst.

1

2. ...
3. Dst.

MEMUTUSKAN :

Membebani saudara/i......3) scbesar Rp.............4) (......dengan huruf.......) atas

kerugian daerah yang disebabkan 5)

Sebagai jaminan atas penggantian kerugian
daerah, berikut daftar harta kekayaan milik

Saudara/i sebagaimana diktum KESATU:
a 6)
b

Menyerahkan hakpenagihankepada 7),

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
keputusan iniditetapkan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di 8)

Pada Tanggal,

Bupati 9)

(.......nama )

/
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Snlinnn Keputusan itii disnmpniknn kepndn :
1

2

3

4. Arsip

Pclunjuk Pcngisian:
1) Diisi dengan namn jabatnn pcnnndatangnn keputusan

2) Diisi dengan nomor keputusan.
3) Diisi dengan nntnn pihak yang merugikan, disertai jabatan,

nomor induk kepegawaian/anggola.
4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak

merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai
dikurangi dengan juinlah yang telah diterima pemda).

5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga
mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.

6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang

dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
7) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian

Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di
daerah.

8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat

keputusan.
9) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
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F. FORMAT PENAGI1IAN ATAS KISRUGIAN DAERAH

a. Format penngihnn bcrdnsnrknn SKTJM dan SKP2K

(KOP PEMICRINTAII DAERAH)

. 1)

Nomor : 2) Kcpadn
Lainpiran : 3) yth 4)
Perihal : Surat Tagihan di-

.5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut

catatan kami, saudara memiliki kevvajiban tuntutan

ganti kerugian daerah sebesar Rp...............6) (...dengan
huruf...), yang sudah dibayarkan sebesar
Rp..................7) (...dengan huruf...), sehingga sisa
kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar
Rp.................8) (...dengan huruf.....) sesuai dengan

SKTJM/SKP2K No......9) yang salinannya kami sertakan
sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera

melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening

Kas Umum Daerah Pemerintah............10) melalui............11) paling lambat tanggal..........12) sebesar

Rp.............13) (...dengan huruf...) sesuai dengan

SKTJM/SKP2K No 9)

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas

perhatian kami ucapkanterima kasih

. 14)

KEPALABADAN/DINAS....15)

( nama )

Tembusandisampaikan kepada
1 16)
2

3. Arsip

t
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IviimluK I'iiii'ImImii
M IMini deligitii niiiini I«•!11 1>< • l dun l< iMf'.f 11 peiieibilnii

•'I l>iisi (leiif • 1 1 iiiiiiiiii Hillill

I) l)ilni « l«*i if •< 111 1111it Ii111 Ii111 1 1 111mi. (jIkit ) if In)

I) Diisi « It*i ip.nii iii• in11 |>i 1 111U viiiip, met tigiknn/yting
IIfIIillIf'f'l11If'jllWill>.

!>) Diisi iIt-iif.iit i 11111111i11 l<'iif.loi|> |ii1 1111< vinip,

(>) Miim t If- 1i/-,< iii 1 1 111 1 Ii1 11 knugimi (Iik'iiiIi yang lerjndi.

71 I >iini t lt*i if >i 11 1 j 111nli111 keniginn dnenib ynn/', sudah
dilmyarkim.

8) Diisi dfiignn juinlali keruginn daerali yang masih

«>) Miisi dengjin noinor SKTJM/SKP2K.
10) Diisi dengan nama pemerintab dacrah.

II) Diisi dengan pilihan mctode/ tcmpat pembayaran
apalcdi ke Dank, bendahara pcncrimaan atau lembaga
krunngan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank
Irngkapi nomor rckcning).

12) Diisi dengan tanggal waklu pembayaran.
13) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan

berdasarkan dokumcn.
14) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan

ditandatangani.
15) Diisi dengan nama SKPK dimana yang menjalankan

fungsi SKPKK.

16) Diisi dengan Pcrwakilan Kcmenterian Keuangan yang
menangani urusan piutang/utang negara/daerah di
daerah, dan majelis (apabila berdasarkan SKP2K),
SKPK yang mcmbidangi fungsi pengawasan, SKPK
dimana yang bersangkutan ditcmpatkan.

Milill

met 11f >ik 1111/yiiÿ if • bet liiiiggiingjawiib.

hiirusdibiiyaiknii.
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b. Format penagihan bcrdasarkan Surat Keputusan
PembcbananPenggantian Kerugian

(HOP PEMERINTAH DAERAH)

1)

Nomor :........2) Kepada
Lampiran : ......3) Yth 4)

Perihal : Surat Tagihan di-
5)

Bcrsama ini kami beritahukan bahwa menurut

catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban tuntutan

ganti kerugian daerah sebesar Rp 6)

(...dengan huruf...) sesuai dengan dokumen SKP2KS
No......7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran
surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan
pernbayaran ke Rekening Kas Umum

Pemerintah............8) melalui .........9) sebesar
Rp.............10) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKP2KS
No 7) paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak
SKP2KS ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian
kami ucapkan terima kasih.

ID
KEPALA BADAN/DINAS 12)

( nama )

Tembusan disampaikan kepada :
1
2 13)

3. Arsip

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.

2) Diisi dengan nomor surat.

3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)

4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggung
jawab.

5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang
merugikan/yangbertanggungjawab.

I
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(.) IMini (Imp,iiii |innlnli kriiigiun durruli yanp, Injadi.

7) IMini (Imp,nn nmnni SKPJKS.

It) (Mini (leiip.nn iininn pminintnh dncinh.

')) IMini dmgiin pilihiin nirliwlc/lcnipnl prmhayuran (nnmn

hank, hmduhnrn pmcrimnan alaii Innhngn kmnnp.an hukan

hank yunp, dilniijuk).
Id) Diisi (Imp,nil junilnh yanp, hams dihuynrkan.

11) Diisi dmgan iininn Icinpnl dim tiuipjfiil Sural Penagihan

(litandalnnp.nui.

12) Diisi dmp.nii natna SKPI) dinuinn yanp, inmjalankan fungsi

SKPKD.
13) Diisi dcngnn nania SKPI) yang memhidangi fungsi

Pmgawasan, SKPDditnana yang hcrsangkutan ditcmpatkan,

majrlis.
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G. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP PEMERINTAM DAERAH)

SURAT KETERANGAN LUNAS

Nomor : 1)

Yang bertnnda tnngan di bawah ini Kepala

Badan/Dinas.......2) dengan ini menyatakan bahwa tuntutan

ganti kerugian dnerah terbadap:
Nama : 3)

NIP :

Pangkat :

Jabatan :
Alamat :

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K
No..........4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah
Rp......5) dari kewajiban berdasarkan
SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No....4) sebesar Rp 6) .

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan
dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminkan
telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum

SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No......4) dengan rincian sebagai
berikut:

No Uraian No. Bukti Lokasi Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan
benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> 7)
Kepala Badan/Dinas ... 8)

( nama )

Salinan Surat ini disampaikan kepada :
1 9)
2

3. Yang bersangkutan
4. Arsip
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Pctunjuk Pengisinn:
1) Diisi dengan nomor sural.

2) Diisi dcngnn nnmn SKPD ynng menjnlnnknn fungsi SKPKD.

3) Diisi dcngnn idcntitas piliak ynng merugiknn.

4) Diisi dcngnn nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
5) Diisi dcngnn jumlali uang ynng Iclnh dibaynrkan.

6) Diisi dcngnn jumlnh kcruginn dacrnh.

7) Diisi dcngnn tcmpal dan tanggnl pennndatangan surat

keputusan.

8) Diisi dengan namn SKPD ynng menjalankan fungsi SKPKD.

9) Diisi dengan Gubernur/Bupati/Wnlikola, Badan Pcmeriksa
Keuangan, kantor Perwakilan Kcmentcrian Keuangan yang

Menangani urusan piutang/utang negara didaerah, SKPD

yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang

bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.
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H. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS
KELEBI1IANSETORAN

Kepada Yth
Bupnti I)
Di tempnt

Dengan Hornint,
Saya bcrtandatangan di bawah ini :
Naraa
NIP :

Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Sehnbungan ditemukan bukti baru sebagaimana
tcrlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah
yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum

dalam SKP2KS/SKP2K No.......3) lebih besar dari yang
seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan
pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai
perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang
dibutuhkan:
1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.

3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat

dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan nama pemerintah daerah.

2) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.

3) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
4) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat

permohonan.

4)

(....Nama )

BUPATI GAYO LUESÿ

H.VMUHAMMAD AlVlRU
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